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PUTUSAN

Nomor 294/Pdt.G/2024/PA.LIk
A ’
Skl 5
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LOLAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam
sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Wangga 28 Februari 2002,
umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas, pekerjaan xxxxx Xxxxxxx, tempat kediaman di
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW, WANGGA SATU,
PASSI BARAT, , ninisadistia@gmail.com, sebagai
Penggugat;
Lawan
TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Wangga 08 Oktober 1997, umur
26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXxxxXx,
tempat kediaman di KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW, WANGGA SATU, PASSI BARAT, , alamat
elektronik , sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama Tersebut ;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di

persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 23 Juli

2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak dengan
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Nomor : 294/Pdt.G/2024/PA.LIk, tanggal 23 Juli 2024 telah mengajukan
gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :
1. Bahwa Pengggugat danTergugat telah melangsungkan
perkawinan pada hari Jumat 21 Oktober 2022 dan telah dicatatkan di
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamata XXXXX XXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXX
XXXXXXXXX, Provinsi Xxxxxxxx Xxxxxx, sebagaimana Akta Nikah Nomor :
104/09/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022;
2. Bahwa setelah menikah, antara penggugat dan Tergugat
tinggal di rumah orang tua Penggugat di desa XXXXXX XXXX XXXXX XXX,
sampai terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan
Tergugat sudah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Almh.
Nagia Kanita Lembat anak tersebut telah meninggal pada tanggal 08
Januari 2023 dan dalam usia 15 Hari;
4, Bahwa Pertengkaran dan Perselisihan antara Penggugat
dan Tergugat mulai terjadi sejak awal menikah;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dan Tergugat, disebakan oleh sifat dan perilaku Tergugat, antara lain:
- Tergugat sering keluyuran tidak jelas dan pulang
dalam keadaan mabuk;
- Tergugat selama menikah tidak pernah memberi
nafkah; Tergugat ketika marah sering berbicara kasar;
6. Bahwa puncaknya terjadi pada 11 April 2024, di mana
Tergugat turun dari rumah meninggalkan Penggugat, sampai sekarang
sudah 3 (tiga) Bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban
sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara
Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga
tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah,
mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu
perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif
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terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalah rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara
sesuai ketentuan yang berlaku;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Lolak cg. Majelis Hakim yang memeriksa
perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:
1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Menyatakan pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan

Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkaran sesuai hukum;
SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat
telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil/lkuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan
(relaas) Nomor 294/Pdt.G/2024/PA.LIk tanggal 24 Juli 2024 dan 08 Agustus
2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi
dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut
disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa
hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan
karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan

Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
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Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak

dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7101194107050322 atas nama
Ninis Adistia Mokoginta, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis
Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah
dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf
Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX
XXXXXXXXX Provinsi Xxxxxxxx xXxxxx, Nomor 104/09/X/2022 Tanggal 21
Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen,

kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi.

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir Wangga, 10 Oktober 1981, agama
Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Jalan Raya XXxxX XXX,
Desa Wangga, XXXXXXXXX XXXXX XXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX, di
bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah ayah kandung Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di
tinggal dirumah orang tua Penggugat sampai terjadi pisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang
anak, bernama Nagia Kanita Lembat namun anak tersebut

meninggal ketika usia 15 (lima belas) hari;
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- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal

menikah mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi

pertengkaran;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah

sering dirukunkan;

- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan

Tergugat;

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering keluyuran

tidak jelas dan pulang dalam keadaan mabuk;

- Bahwa saksi sering melihat Tergugat berbicara kasar

kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat pernah cerita ke saksi yang mana

Tergugat pernah mengusir Penggugat karena ini adalah tanahnya;

- Bahwa saksi sering melihat Tergugat keluar rumah jam 3

sore nanti balik lagi besok siangnya;

- Bahwa sejak awal menikah Tergugat tidak pernah

menafkahi Penggugat, justru saksi yang memberi makan

Penggugat;

- Bahwa saksi sebagai orang tua sudah pernah menawarkan

tanah kebun untuk diolah Tergugat tetapi Tergugat tidak mau;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal

bersama sekitar 4 (empat) bulan yang lalu, dimana Tergugat turun

dari rumah meninggalkan Penggugat;

- Bahwa saksi sudah sering mengajak orang tua Tergugat

untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Hamal Dainalad bin O. Dainalad, tempat dan tanggal lahir Wangga, 01

Januari 1960, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di
Jalan Raya, RT VII, Dusun V, Desa Wangga, XXXXXXXXX XXXXX XXXXX,
XXXXXXXXX  XXXXXXX  XXXXXxxXX di  bawah sumpah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi

adalah Paman Penggugat;
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- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di

tinggal dirumah orang tua Penggugat sampai terjadi pisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang

anak, bernama Nagia Kanita Lembat namun anak tersebut

meninggal ketika usia 15 (lima belas) hari;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal

menikah mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi

pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat

bertengkar;

- Bahwa saksi sering melihat Tergugat suka keluyuran pergi

malam dan pulang pagi hanya untuk jalan-jalan dengan teman-

temannya,;

- Bahwa saksi juga sering melihat Tergugat dalam keadaan

mabuk;

- Bahwa setahu saksi selama ini Tergugat malas untuk

bekerja dan tidak mau berusaha;

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah ayah

kandung Penggugat karena tinggal serumah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal

bersama sekitar 4 (empat) bulan yang lalu, dimana Tergugat turun

dari rumah meninggalkan Penggugat;

- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha untuk

merukunkan Penggugat dan Tergugat hamun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan

menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar

tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan
apapun lagi dan mohon putusan;
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Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis
Hakim menyimpulkan bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan yang
menjadi wewenang Pengadilan Agama sebagaimana tercantum dalam
pejelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan
Penggugat telah mendalilkan mengenai domilisi Penggugat yang berada di
wilayah hukum Pengadilan Agama Lolak, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Lolak
berdasarkan kewenangan absolut dan relative berwenang untuk menerima,
memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir
sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana
ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah
diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berulang kali menasehati
Penggugat dalam setiap persidangan untuk Penggugat kembali rukun dan
membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil,
dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal
154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan
Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
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Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/lkuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)
Nomor 294/Pdt.G/2024/PA.LIk diterima tanggal 24 Juli 2024 dan 08 Agustus
2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi
dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut
disebabkan oleh suatu alasan yang sabh;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak
ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa
hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,
dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan
hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan

Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan
cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan
tidak harmonis sejak awal menikah karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran selama berumah tangga disebabkan karena Tergugat sering
keluyuran tidak jelas dan pulang dalam keadaan mabuk, Tergugat selama
menikah tidak pernah memberi nafkah, Tergugat ketika sering berbicara kasar
kepada Penggugat, puncaknya mengakibatkan telah terjadi pisah tempat
tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 11 April 2024 lalu yang
hingga kini telah berjalan 4 (empat) bulan lamanya, dan selama pisah antara
Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan
kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-
tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak
pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini merupakan perkara
perceraian, maka berdasarkan berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH
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Perdata serta Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor 3 Tahun 2015 huruf ¢
angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat
dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu,
Majelis Hakim membebani Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-
dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg26 jo. Pasal 1685
KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-daliinya Penggugat telah

mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat
seluruhnya berupa fotokopi yang telah dinazegelen dan telah sesuai dengan
aslinya, oleh karena itu bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil
sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata dan ketentuan Pasal 3 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga
dapat diterima sebagai bukti dan secara materiil akan dipertimbangkan lebih

lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP) merupakan akta otentik,
bukti tersebut menjelaskan tentang identitas Penggugat dan tempat tinggal
Penggugat yang berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Lolak,
sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil karena relevan dengan
pokok perkara, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH
Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan
akta otentik, bukti tersebut menjelaskan hubungan Penggugat dan Tergugat
sebagai suami-istri yang sah yang menikah pada tanggal 21 Oktober 2022,
sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil karena relevan dengan
pokok perkara, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH
Perdata;
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Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini berdasarkan alasan
sebagaimana tersebut di atas, maka Mejelis Hakim memandang perlu
mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang terdekat dengan kedua
belah pihak sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 134 KHI
dalam rangka membuktikan unsur-unsur alasan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi
yaitu: Doni Mokoginta bin Ahirin Mokoginta dan SAKSI 2, keduanya telah
memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah
memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175
RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu
memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas
serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud
Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut
menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan
pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi
tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu keterangan kedua
saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian oleh karenanya dapat diterima

sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah memberikan
keterangan bahwa saksi pertama ayah kandung Penggugat pernah mendengar
pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan mengetahui penyebab pertengkaran
tersebut karena Tergugat sering keluyuran malam tidak jelas dan pulang
mabuk, Tergugat malas bekerja dan tidak menafkahi Penggugat, Tergugat
berbicara kasar kepada Penggugat, kemudian saksi Paman Penggugat juga

meskipun tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar namun
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saksi mengetahui kebiasaan Tergugat yang sering keluar malam dan pulang
dalam keadaan mabuk, Tergugat malas bekerja dan tidak menafkahi
Penggugat, kedua saksi juga mengetahui puncaknya antara Penggugat dan
Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu dimana
Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, saksi-saksi maupun keluarga sudah
pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati
Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, keterangan saksi-saksi tersebut saling
bersesuaian satu sama lain, saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi
syarat materil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 dan 309 R.Bg,
oleh karenanya saksi-saksi Pemohon tersebut dapat diterima dan
dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis
dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum

yang disimpulkan sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

2. Bahwa kurang lebih sejak awal menikah Penggugat dengan Tergugat
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena
Tergugat sering keluyuran tidak jelas dan pulang dalam keadaan mabuk,
Tergugat selama menikah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sekitar 4

(empat) bulan yang lalu;
4. Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
5. Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi
keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi
pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar tanggal 11 April 2024, dan
tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling

mempedulikan lagi bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai
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dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat
diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga
yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah,
mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,
bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat
menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah

rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa meskipun saksi kedua tidak pernah melihat secara
langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun hal tersebut adalah
wajar karena saksi kedua tidak tinggal serumah dengan Penggugat dan
Tergugat dan tidak semua masalah rumah tangga diketahui oleh orang lain,
tetapi saksi kedua sering melihat kebiasaan Tergugat yang suka keluyuran tidak
jelas, mabuk dan Tergugat malas bekerja serta tidak menafkahi Penggugat,
antara Penggugat dan Tergugat juga sudah berpisah tempat tinggal, hal
tersebut membuktikan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan

tidak ada komunikasi kurang lebih selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3
Tahun 2023 pada rumusan kamar agama angka 1 “Menyempurnakan rumusan
Kamar Agama angka 1 hurf b pain 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022,
“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar
terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam)
bulan”, sehingga berbunyi sebagai berikut: “Perkara perceraian dengan alasan
perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti
suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah
berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta
hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”, Majelis Hakim menilai
aturan tersebut sejalan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan
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Tergugat meskipun baru berpisah 4 (empat) bulan akan tetapi rumah tangga

Penggugat dan Tergugat telah terjadi KDRT dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa KDRT atau domestic violence merupakan kekerasan
berbasis gender yang terjadi di ranah personal misalnya kekerasan yang
dilakukan dari orang terdekat seperti dari suami ke istri, dalam hal ini Tergugat
telah melakukan kekerasan kepada Penggugat meskipun bukan KDRT secara
fisik melainkan kekerasan dalam bentuk penelantaran kepada Penggugat
dimana terbukti dari keterangan kedua orang saksi yang menyatakan Tergugat
sejak awal menikah tidak pernah bekerja dan berusaha untuk menafkahi
Penggugat, maka oleh karena itu Majelis Hakim menilai hal ini sejalan dengan
aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bab Il Pasal 5 Huruf (d)
“penelantaran rumah tangga” dan Pasal 9 ayat (1) “setiap orang dilarang
menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum
yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib

memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan
untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan
melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana
tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu
bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan
memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena
itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis sependapat dan mengambil alih
pendapat Imam Malik seperti dikutip Sayyid Sabiq dalam kitab Figh Sunnah
Jilid 1l halaman 188 sebagai berikut:

e13,Y1 015y zo il wolyicl gl azg il i olall 3 algss s 518
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Artinya : Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau
dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab
tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga
sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan

perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka
alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi
ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidak-tidaknya gugatan
Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka
gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain
sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama
Lolak adalah talak satu bain sugra, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam, maka bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa
iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya
boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
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3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp189.000 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Lolak pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 Masehi.
bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1446 Hijriah. oleh Nurafni Anom, S.H.I.,
M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.l. dan Binti Nur
Mudawamah, S.H.l., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh Emila
Gonibala, S.H.l sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Nurafni Anom, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota Hakim Anggota

Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I. Binti Nur Mudawamah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Emila Gonibala, S.H.I
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Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp30.000,00
2 ATK Rp75.000,00
3. Panggilan Rp44.000,00
4. PNBP Rp20.000,00
5. Redaksi Rp10.000,00
6. Meterai Rp10.000,00

Jumlah Rp189.000,00
( seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah )
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